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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Suatu entitas pada pemerintahan, laporan keuangan ini dijadikan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban atas suatu pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) ataupun sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) yang harus dan mesti disampaikan oleh seorang Presiden dan 

Gubernur (Fidhotuzahra, 2020). Hal ini berarti, hasil dari laporan keuangan 

tersebut akan dilakukan pengauditan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) 

yakni suatu badan negara yang memiliki suatu tugas dalam memeriksa 

pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap keuangan negara. Hasil 

Pemeriksaan tersebut kemudian diserahkan kepada DPR/DPRD dan DPD serta 

disampaikan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai 

dengan kewenangannya untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 

Kinerja pada pemerintah yang baik tersebut dapat dilihat dari laporan 

keuangan yang dihasilkan pada suatu perusahaan tersebut. Penyusunan laporan 

keuangan yang sesuai dengan standar dan harus disampaikan tepat waktu dapat 

dijadikan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan 

pemerintahan sehingga dapat dijadikan sebagai cerminan dalam 

penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik, amanah, serta demokratis. 

Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan 

atau kegagalan pemerintahan dalam menjalankan perusahaan tersebut. Tujuan 

dari pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi tentang hasil 

operasi, arus kas, saldo anggaran lebih, realisasi anggaran, posisi keuangan dan 
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perubahan modal suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna 

untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya 

(Tawaqal, 2017). Tuntutan mengenai akuntabilitas terhadap pelaporan 

keuangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin 

meningkat. Hal ini dikarenakan meningkatnya suatu pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat yang memerlukan dan membutuhkan informasi 

mengenai penggunaan dana publik, sehingga keinginan dan kebutuhan 

masyarakat dapat disesuaikan dan dijadikan sebagai penilaian terhadap kinerja 

pemerintah dalam suatu periode. Akuntabilitas haruslah membutuhkan 

keikutsertaan masyarakat untuk melahirkan suatu kebijakan publik yang baik 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh 

pemerintah pada setiap periodenya dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

melaksanakan akuntabilitas keuangan pemerintahan. Untuk menghasilkan 

suatu laporan keuangan yang baik, maka diperlukan sumber daya manusia 

yang memiliki kualitas terhadap pemahaman dalam penyusunan laporan 

keuangan. 

Sumber daya manusia yang terampil dan kompeten sangat dibutuhkan 

dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Keterbatasan Pegawai 

Negeri Sipil dengan pelatihan dan ilmu di bidang akuntansi menjadi kurangnya 

kompetensi aparatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola 

keuangan daerah yang seusuai dengan standar dan aturan yang berlaku 

(Latifah, 2017). Penerapan suatu sistem akuntansi yang sesuai dengan standar 

yang berlaku, tentu menjadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi 

kualitas laporan keungan yang dihasilkan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan 
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akuntabilitas dan keandalan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah 

(Fauziyah, 2019). Salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur 

suatu sumber daya manusia yang memiliki kualitas dalam menyusun laporan 

keuangan adalah faktor pengetahuan, keterampilan dan sikap (Yusnita, 2015). 

Dengan adanya faktor tersebut tentu saja dapat menciptakan laporan keuangan 

yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Namun, 

berdasarkan observasi pada pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng 

pada Sub Bagian Umum, faktor ketelitian dapat menjadi tolak ukur dari 

penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk mewujudkan laporan 

keuangan berkualitas, penerapan sistem akuntansi daerah terus disosialisasikan 

setiap tahunnya. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) diterapkan oleh pemerintah 

provinsi dan kota/kabupaten yang memproses data-data semua transaksi 

keuangan pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan (Erni, 2018). 

Penggunaan SIA diyakini dapat memudahkan pemprosesan data transaksi 

keuangan yang semakin efesien, efektif dan membutuhkan waktu yang lebih 

singkat. Permendagri No. 90/2019 mengharuskan Pemerintah Daerah agar 

menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kedepannya 

dalam perencanaan pembangunan daerah. SIPD itu sendiri berupa sistem 

jaringan yang menghimpun data dan informasi dengan terintegrasi pada 

pemerintahan sebagai informasi tambahan dalam proses perencanaan dan 

penilaian pembangunan daerah dengan memanfaatkan teknologi. SIPD 

memang memudahkan karyawan dalam menyusunan laporan keuangan, 

namun penggunaan SIPD diperlukan pemahaman serta keterampilan dalam 

penggunaanya. Dari banyaknya pegawai sub bagian umum 3 dari 9 orang 
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belum mampur me rmahami pe rnggurnaan SIPD. Urnturk me rngatasi 

ke rtidakpahaman aparaturr nergara yang terngah me rngalami ke rsurlitan dalam 

me rnghasilkan surmbe rr daya manursia yang me rmiliki kompe rte rnsi, berrkuralitas 

tinggi dalam me rnyajikan se rrta me rnghasilkan laporan ke rurangan yang 

be rrkuralitas, maka pe rrlur dilakurkan suratur pe rlatihan dan Pe rndidikan urnturk 

pe rgawai swasta maurpurn pe rgawai nerge rri sipil. Hal ini serjalan de rngan perne rlitian 

yang dilakurkan olerh Purtri (2018) yakni kompe rte rnsi surmbe rr daya manursia ini 

me rmiliki pe rngarurh yang postif terrhadap kuralitas laporan kerurangan perme rrintah 

dae rrah. Sermakin baik kompe rte rnsi surmbe rr daya manursia, maka sermakin bagurs, 

be rrkuralitas dan kompe rte rn purla laporan kerurangan yang dihasilkan. 

Be rrdasarkan Pe rrme rndagri Nomor 77 Tahurn 2020 terntang Perdoman Te rknis 

Pe rnge rlolaan Ke rurangan Dae rrah, Siste rm Akurntansi Perme rrintah Daerrah me rmurat 

pilihan prose rdurr dan Terknik akurntansi dalam me rlakurkan iderntifikasi transaksi, 

pe rncatatan pada jurrnal, posting ker burkur bersar, pernyursu rnan nerraca saldo, dan 

pe rnyajian laporan keru rangan. Dalam pe rne rlitian yang dilakurkan olerh Faurziyah 

(2019) dapat dihasilkan suratur ke rsimpurlan yakni kuralitas laporan kerurangan 

dae rrah dan sisterm aku rntansi kerurangan dae rrah berrpe rngarurh se rcara positif. Hal 

ini serjalan de rngan perne rlitian yang dilakurkan olerh Purtriasri dan Abdurllah 

(2017) dan Urtama (2017) yang me rmiliki kersimpurlan bahwa perngarurh siste rm 

ke rurangan dae rrah dan kuralitas laporan ke rurangan pe rme rrintah dae rrah me rmiliki 

suratur pe rngarurh sercara positif. Namurn, pe rne rlitian ini me rmiliki hasil yang 

be rrberda kertika diterliti olerh Latifah (2017) yang me rmiliki hasil perne rlitian 

pe rngarurh sisterm ke rurangan dae rrah dan kuralitas laporan kerurangan pe rme rrintah 

dae rrah tidak me rmiliki suratur pe rngarurh se rcara positif. 
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Di e rra digital ini, pernggurnaan terknologi dapat dijadikan serbagai suratur 

ke rwajiban urnturk terrcapainya erfe rktivitas dan e rfisiernsi dalam pe rlaksanaan 

ke rgiatan suratur pe rrursahaan perme rrintahaan. Terknologi adalah salah satur alat 

urnturk me rmbantur surmbe rr daya manursia dalam me rnyursurn laporan kerurangan dan 

dapat me rngurrangi serrta me rminimalisir tingkat ke rsalahan yang terrjadi pada 

prosers permburatan laporan kerurangan. Se rlain itur, de rngan adanya terknologi, terntur 

saja dapat me rnghe rmat waktur se rrta biaya yang digurnakan dalam prosers 

pe rmburatan laporan kerurangan. Se rhingga derngan adanya surmbe rr daya manursia 

dalam prose rs pe rmburatan laporan ke rurangan, maka diharapkan dapat 

me rningkatkan kuralitas laporan kerurangan yang dihasilkan olerh pe rme rrintah. 

Kuralitas laporan kerurangan me rngacur pada serjaurh mana laporan kerurangan 

yang disajikan me rmu rat informasi yang akurrat dan bernar. Laporan kerurangan 

me rngurngkapkan transparansi dan akurntabilitas suratur pe rrursahaan se rrta 

me rrurpakan sarana informasi akurntansi urnturk me rnyampaikan hasil kinerrja 

pe rnglolaan ke rurangan ke rpada pihal lainnya. Me rnurrurt Bachtarurddin, 

me rnyatakan bahwa karakterristik kuralitas urtama dalam laporan kerurangan 

se rhingga inforamasi terrse rburt berrmanfaat yaitur re rlervan (re rlervance r) dan dapat 

diandalkan ataur dapat diperrcaya (rerliability). Agar rerlervan, informasi harurs 

mampur me rmpe rngaru rh pe rrurbahan pada perngambilan kerpurtursan. Ke rmurdian, 

re rliability be rrarti serorang pe rnggurna dapat diperrcaya atas informasi yang akan 

dilaporkan. Informasi akurntansi dianggap andal apabila informasi terrserburt 

be rnar-bernar me rwakili apa yang dimaksurd dan ke rbernarannya dapat diurji. 

Kuralitas laporan keru rangan berrfurngsi serbagai dasar perngambilan kerpurtursan 

e rkonomi bagi pihak yang be rrkerpe rntingan. Ole rh karerna itur, diperrlurkannya 
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Surmbe rr Daya Manursia yang kompe rte rn urnturk me rnghasilkan laporan kerurngan 

yang be rrkuralitas. 

Pada Dinas Pe rrhu rburngan Kaburpatern Burle rlerng yang dikernal se rbagai salah 

satur instansi perme rrintahan yang me rnye rdiakan jasa layanan purblic de rngan 

bidangnya masing-masing salah saturnya yaitur bidang ke rurangan yang me rmiliki 

furngsi me rnyiapkan dan me rngkoordinasikan pernyursurnan dan pe rngerndalian 

anggaran serrta me rlaku rkan pernge rlolaan perndapatan dan berlanja yang nantinya 

dapat berrurpa laporan kerurangan. Derngan adanya hal ini, pernurlis terrtarik urnturk 

me rlakurkan pe rne rlitian de rngan me rngangkat jurdurl yaitur Kuralitas Surmbe rr Daya 

Manursia (SDM) Bidang Akurntansi Dalam Pe rnyursurnan Laporan Kerurangan 

pada Dinas Pe rrhurburngan Kaburpatern Burle rlerng. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Be rrdasarkan pernje rlasan latar berlakang diatas, pernurlis me rngindertifikasi 

be rbe rrapa masalah yang akan dijadikan bahan perne rlitian yaitur :   

1. Kurrangnya pe rmahaman karyawan se rbagai surmbe rr daya manursia dalam 

me rnciptakan laporan kerurangan yang be rrkuralitas 

2. Re rndahnya tingkat perlatihan dalam prosers pe rnciptaan laporan kerurangan 

pada Dinas Pe rrhurburngan Kaburpatern Burle rlerng 

1.3 Pembatasan Masalah 

Urnturk me rnce rgah terrlalur lurasnya permbahasan dan urnturk le rbih me rmursatkan 

pe rne rlitian yang me rngakibatkan te rrjadinya ke rsalahan interrprernsi terrhadap 

simpurlan yang dihasilkan nantinya, maka dalam hal ini pernurlis fokurs pada 

Analisis Kuralitas Surmbe rr Daya Manursia (SDM) Bidang Akurntansi Dalam 

Pe rnyursurnan Laporan Kerurangan pada Dinas Pe rrhurburngan Kaburpatern Burle rlerng. 
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1.4 Rumusan Masalah  

Be rrdasarkan pe rmaparan latar berlakang diatas, maka pe rrmasalahan dalam 

pe rne rlitian ini yaitur : Bagaimana kuralitas surmbe rr daya manursia bidang akurntansi 

dalam pe rnyursurnan laporan kerurangan pada Dinas Perrhurburngan Kaburpatern 

Burle rlerng? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Be rrdasarkan rurmursan masalah diatas maka turjuran perne rlitian ini yakni : 

Urnturk me rnge rtahuri ku ralitas surmbe rr daya manursia bidang akurntansi dalam 

pe rnyursurnan laporan kerurangan pada Dinas Pe rrhurburngan Kaburpatern Burle rle rng. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Te roritis 

a. Pe rne rlitian ini akan me rnjadi bahan acuran atau r permbanding derngan 

pe rne rlitian serbe rlurmnya.  

b. Pe rne rlitian ini diharapkan dapat me rmbe rrikan pernambahan pe rnge rtahuran 

khursursnya pada bidang akurntansi dalam pe rnyursurnan laporan ke rurangan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pe rnerliti 

Pe rne rlitin ini diharapkan me rmbe rrikan kerse rmpatan pada pe rne rliti 

urnturk me rne rrapkan ilmur-ilmur yang terlah di dapat pada bangkur 

pe rrkurliahan. Se rlain itur, pe rne rlitian ini jurga berrmanfaat bagi perne rliti urnturk 

me rnambah wawasan pada bidang bidang akurntansi dalam pe rnyursurnan 

laporan kerurangan.  
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b. Bagi Dinas Pe rrhurburngan 

Bagi staf Dinas Perrhurburngan Kaburpatern Burle rle rng perne rlitian ini 

diharapkan dapat dijadikan gambaran me rnge rnai pe rnyursurnan laporan 

ke rurangan yang be rrkuralitas pada suratur e rntitas perme rrintahan.  

c. Bagi Urniverrsitas Perndidikan Gane rsha 

Pe rne rlitian ini diharapkan bisa dijadikan serbagai tambahan bahan 

bacaan ilmiah dan dapat digurnakan se rbagai permbanding bagi mahasiswa 

lain yang me rlakurkan perne rlitian me rnge rnai topik kuralitas surmbe rr daya 

manursia yang kompe rte rn te rrhadap pe rnyursurnan laporan kerurangan yang 

be rrkuralitas. 

 

 

 

 

 

 

 


